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Bobby Tak
Lagi Kader
'‘Banteng’

Jakarta, MIMBAR - Politikus
PDIP Deddy Yevry Sitorus menyatakan
Wali Kota Medan Bobby Nasution
bukan lagi kader partai banteng (PDIP)
usai resmi mendeklarasikan dukungan
kepada Prabowo Subianto-Gibran
Rakabuming di Pilpres 2024.

"Itu sudah otomatis hilang namanya
dari data base keanggotaan," kata
Deddy, Rabu (8/11).

Deddy mencontohkan status
keanggotaan di militer. Menurutnya,
jika seorang prajurit mangkir dari
dinas tanggung jawab, prajurit tersebut

f

B Bersambung ke Hal 11

JOHNNY
G PLATE

DIVONIS
15 TAHUN

Jakarta, MIMBAR -
Mantan Menteri Komunikasi

' dan Informasi (Menkominfo),

Johnny G Plate, divonis
hukuman 15 tahun penjara.
Majelis Hakim menyatakan
Johnny terbukti bersalah
l melakukan tindak pidana korupsi
dalam proyek pengadaan Base
Transceiver Station (BTS) 4G
Bakti Kominfo.
"Mengadili, menyatakan,
-‘F erdakwa Johnny Gerard
Plate terbuktl secara sah dan

Medan, MIMBAR - Drama 'jual beli' nilai di Universitas Islam Negeri (UIN)
Sumatera Utara kini berlanjut ke babak baru. Kemarin, tiga dosen pengampu
mata kuliah yang mengaku tak pernah memberikan nilai untuk MH, dipanggil
Komite Etik untuk diminta keterangan. Ini informasi yang diperoleh Mimbar
Umum dari 'orang dalam'.

Dalam kesempatan itu,
kedua dosen yang hadir men-
jelaskan bahwa mercka sama
sekali tak pernah memberi-
kan nilai kepada mahasiswa
yang berinisial MH, yang
disebut-sebut merupakan
pimpinan dari organisasi

Kepada Mimbar Umum,
Rabu (8/11), 'orang dalam'
itu bercerita, dari ketiga
dosen yang dipanggil, hanya
dua orang saja yang hadir,
yakni Dr. Arifinsyah dan Prof
Hasan Bakti, sedangkan Prof
Sukiman tidak hadir karena

__LUAR NEGERI__

Gelombang Boikot Israel
Merembet ke Embargo

S en] ata berada di Takengon. masyarakat di Sumatera Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara
Dalam pertemuan itu, Utara. Keduanya bercerita dan denda sebesar Rp1 m_iliar subsider 6 bulan kurungan.
Medan, MIMBAR - Gerakan Boikot, Divestasi, turut hadir pula Rektor UIN dengan sangat terperinci. i i s
Sanksi (BDS) mengatakan masyarakat sipil Palestina Sumut Prof Dr Nurhayati Tapi sayang, pertemuan

mendesak masyarakat di negara yang terlibat dalam
perdagangan senjata dengan Israel mendesak pemerin-
tahnya untuk mengakhiri perdagangan tersebut. BDS
mengatakan hal ini sangat mendesak mengingat catatan
kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan

Israel.
B Bersambung ke Hal 11

- Jadwal

24 RABIUL AKHIR 1445 H

1 04:52 WIB Maghrib :18:11 WIB
1 12:12 WIB Isya :19:22 WIB
: 15:33 WIB B Untuk kota Medan sekitarnya

[] w

23k -
Prilaku Curang

Oleh Dr A Rasyid, MA

ISLAM sangat melarang
kecurangan dalam bentuk apa pun.
AR 5 - Bahkan, dalam Al-Qur’an ada
' = surat li)ernama Al-Muthaffifin
. N yang berarti “orang-orang

E 4 curang”. Surat tersebut diawali
dengan ancaman: celakalah bagi
»  orang-orang yang curang.(al
mutaffifin 1)

Perbuatan curang memang biasanya terjadi dalam
aktivitas jual-beli, tapi bukan berarti terbatas pada itu
saja. Kecurangan bisa terjadi dalam berbagai kasus, dan
Islam melarang segala kecurangan tersebut.

Perilaku curang (fraud) telah terjelaskan dengan
baik oleh teori fraud triangle (segitiga kecurangan)
dalam buku Other People’s Money yang merupakan
hasil riset Donald R. Cressey

B Bersambung ke Hal 11

MAg, 4 orang pembantu
Rektor, Dekan Filsafat Islam
(FIs) Dr Maraimbang Daulay,
Kepala Prodi dan Komite
Etik.

itu tak berbuah hasil atau
keputusan apapun. Usai
mendengarkan pernyataan
dari kedua dosen tersebut,

B Bersambung ke Hal 11

Jakarta, MIMBAR - Komisi

Hukum dan HAM untuk melakukan

Aritonang dan Donal Fariz.

Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian

pencegahan ke luar negeri terhadap tiga
advokat, yaitu Febri Diansyah, Rasamala

Pencegahan tersebut berkaitan dengan
penanganan kasus dugaan pemerasan,
gratifikasi dan pencucian uang mantan

TERKAIT DUGAAN KASUS PEMERASAN

Tiga Advokat SYL Dicekal ke Luar Negeri

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
(SYL). "Tim penyidik KPK kembali
mengajukan cegah agar tidak melakukan
bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang
dan surat ini sudah diajukan ke Imigrasi.
Pihak dimaksud adalah tiga orang advokat,"
ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali
Fikri di Kantornya, Jakarta, Rabu (8/11).

B Bersambung ke Hal 11

Respon Anwar Usman Pasca Putusan MKMK

Jimly hingga Mahfud Kena Sentil

@ Soal Konflik Kepentingan di MK

MASALAH konflik kepentingan hakim
konstitusi saat memutus sebuah perkara
sudah terjadi sejak era kepemimpinan
Jimly Asshiddigie, Mahfud MD, Hamdan
Zoelva, hingga Arief Hidayat.

Demikian diungkapkan mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang
merespon putusan pencopotan status Ketua MK
oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK).

Anwar pun menyinggung sejumlah
putusan pada era Jimly, yakni Putusan Nomor

B Bersambung ke Hal 11

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Anwar Usman memberikan keterangan pers di
Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).

‘ ‘ Saya tidak pernah takut dengan
tekanan dalam hentuk apapun,
dan oleh siapapun dalam
memutus sebuah perkara, sesuai dengan
keyakinan saya sebagai hakim yang akan
saya pertanggungjawabkan kepada Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa."
ANWAR USMAN

B Tanpa jawaban yang pasti ...
B Ckckcek ...
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bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa Johnny G Plate berupa pidana 15 tahun
penjara," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri di Pen-
gadilan Tipikor Jakarta, PN Jakarta Pusat, Rabu
(8/11).

Selain itu, Hakim juga menghukum Johnny
membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan ku-
rungan dan membayar uang pengganti Rp15,5 mil-
iar. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim ini sama
dengan tuntutan JPU yakni 15 tahun penjara.

Sementara, mantan Direktur Utama Badan Ak-
sesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTTI)
Kominfo Anang Achmad Latif divonis penjara se-
lama 18 tahun dan dan denda sebesar Rpl miliar
subsider 6 bulan. Vonis Anang tersebut sama den-

Johnny G Plate...

gan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Ko-
rupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri (PN) Ja-
karta Pusat yang dipimpin Fahzal Hendri menilai
Anang terbukti secara bersama-sama melakukan
tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan
Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang
Achmad Latif dengan pidana penjara selama 18
tahun dan denda sebesar Rpl miliar subsider 6
bulan," Fahzal Hendri saat membacakan putusan,
Rabu (8/11).

Selain divonis pidana penjara, majelis hakim
juga mewajibkan Anang membayar denda sejum-
lah uang pengganti sebesar RpS miliar yang diam-
bil dari uang yang telah disetor ke Kejaksaan sebe-
sar Rp6 miliar.

"Sisanya Rpl miliar dikembalikan kepada ter-
dakwa," kata Fahzal.

Majelis hakim menjabarkan sejumlah hal yang
memberatkan terdakwa, di antaranya tidak mem-
bantu program pemerintah dalam memberantas ko-
rupsi. Terdakwa juga dinilai tidak berterus terang,
tetapi mengakui kesalahan karena keterlambatan
serta akibat perbuatannya negara mengalami keru-
gian yang besar.

Sementara hal meringankan, menurut majelis
hakim, terdakwa berperilaku sopan selama persi-
dangan dan merupakan kepala rumah tangga.

Anang dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo
Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
dan dakwaan kedua primer Pasal 3 UU Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU). (rm/js)

Gelombang Boikot...
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"Di Gaza, kejahatan perang dan kejahatan
terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel
meliputi pengeboman tanpa pandang bulu, pem-
bersihan etnis, penolakan bantuan kemanusiaan,
serta penggunaan senjata peledak dan fosfor putih
secara ilegal dan disengaja terhadap warga sipil,"
kata gerakan BDS dalam pernyataan yang dirilis
di situs resminya, Selasa (7/11) kemarin.

Mengutip Oxfam dan organisasi-organisasi
hak asasi manusia Palestina, BDS mencatat Israel
melakukan pemindahan paksa, pemutusan aliran
air, makanan, obat-obatan dan bahan bakar, serta
penggunaan "kelaparan sebagai senjata perang"
terhadap warga Gaza.

"Semua ini mendorong pakar genosida Israel
terkemuka Raz Segal dan pejabat senior PBB
Craig Mokhiber memperingatkan tentang 'kasus
genosida yang sudah ada dalam buku teks'," kata
BDS.

Gerakan itu juga mencatat lebih dari 880
cendekiawan internasional, Pusat Hak Konstitu-
sional yang berbasis di Amerika Serikat, para ahli
PBB, serta organisasi-organisasi hak asasi ma-
nusia Palestina memperingatkan akan terjadinya
genosida Israel di Gaza.

BDS menegaskan, gencatan senjata harus
segera dilakukan. Gerakan itu menambahkan em-
bargo militer seperti yang dilakukan di masa lalu,
dapat memperkuat desakan gencatan senjata.

BDS mengatakan, suara mayoritas pemungu-
tan suara Majelis Umum PBB pada tanggal 27
Oktober menuntut gencatan senjata. Gerakan itu
menambahkan kewajiban moral paling mende-
sak bagi seluruh umat manusia dalam mengha-
dapi kekejaman yang sedang berlangsung adalah
segera menghentikan pengiriman senjata ke "zona
konflik."

"Perang genosida ini dilakukan dengan sen-
jata yang dipasok negara-negara Barat, terutama
Amerika Serikat (AS), yang telah menjadi penye-
dia tunggal dana militer dan senjata terbesar Israel

Dari Halaman 1

pertemuan pun selesai. Kasus ini pun masih
mengambang.

Salah seorang dosen menyayangkan sikap
Rektor yang tidak bertindak cepat menyikapi per-
soalan yang terjadi. Sebab, menurutnya, selaku
pimpinan Rektor bisa mengambil langkah cepat
untuk memulihkan citra kampus.

Sikap Rektor itu pun menyisakan misteri,
kenapa tiba-tiba muncul nilai A di daftar nilai? Pa-
dahal, dosen pengampu merasa tidak memberikan
nilai. Lalu, siapa saja yang bisa mengakses daftar
nilai itu selain dosen pengampu? Adakah aktor
intelektual di balik dugaan 'jual beli' gelar doktor
tersebut?

Dr. Arifinsyah pada pertemuan yang dipimpin
Rektor tersebut, sempat menanyakan perihal mun-
culnya nilai A- untuk mahasiswa MH. Namun di-
rinya tak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Jawaban mereka muter-muter. Katanya, mung-
kin yang memberikan dosen pengganti. Muter-
muter lah, yang jelas saya kok tidak tahu," katanya
kepada Mimbar Umum.

Terpisah, Ketua Komite Etik Prof. Pa-

Dari Halaman 1

Pencegahan ke luar negeri tersebut berlang-
sung selama enam bulan dan dapat diperpanjang
selama satu kali untuk jangka waktu yang sama.
Ali meminta Febri dkk kooperatif membantu
proses penyidikan yang sedang dikerjakan.

"Pencegahan agar tidak bepergian ke luar
negeri sebagai bagian dari kebutuhan penyidikan
di mana jika keterangan ketiga advokat ini dibu-
tuhkan berada di dalam negeri dan tentu kelan-
caran berkas perkara SYL ini dapat selesai,"
terang Ali.

Wartawan telah menghubungi Subkoordina-
tor Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh
untuk mengonfirmasi keterangan KPK tersebut,
namun belum diperoleh jawaban.

Dari Halaman 1

004/PUU-1/2003, Putusan 066/PUU-11/2004, dan
Putusan Nomor 5/PUU- 1V/2006 yang membatal-
kan Pengawasan KY Terhadap Hakim Konstitusi.

Kemudian pada putusan Nomor
48/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 49/PUU-
IX/2011 di era Mahfud MD. Selanjutnya Putusan
Nomor 97/PUU- XI/2013, Putusan Nomor
1-2/PUU-X11/2014 yang membatalkan Perppu
MK di era Kepemimpinan Hamdan Zoelva,

hingga putusan Perkara 53/PUU- XIV/2016,
Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 di era kepem-
impinan Arief Hidayat.

"Jadi sejak zaman Prof Jimly, mulai tahun 2003
sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai
conflict of interest. Ternyata mulai dari tahun 2003
di era kepemimpinan Pak Jimly sudah ada, dan itu

selama beberapa dekade, serta Kanada, Jerman,
Italia, dan Inggris. Beberapa negara, termasuk AS,
Inggris, dan Jerman, "mempercepat" pasokan per-
alatan militer mereka ke Israel selama serangan-
nya saat ini," tambah BDS.

Dengan menggunakan senjata dan peralatan
militer tersebut, kata gerakan itu, Isracl men-
jatuhkan sekitar 6.000 bom dalam satu pekan di
Gaza, masing-masing dengan berat rata-rata 750
kilogram. Hampir sama dengan jumlah bom yang
dijatuhkan Amerika Serikat di Afghanistan selama
setahun.

Pada tanggal 5 November, seorang menteri Is-
rael mengungkapkan Israel memiliki senjata nuk-
lir dan sedang mempertimbangkan untuk men-
jatuhkannya di Gaza. Komentar ini, kata BDS,
memberi peringatan yang mendesak perlunya
embargo militer.

"Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 melarang,
antara lain, transfer senjata ke negara-negara yang
kemungkinan besar akan menggunakannya untuk
melakukan kejahatan," kata gerakan tersebut.

BDS mengatakan, negara-negara yang bertin-
dak sebagai pusat transit untuk transfer senjata AS
ke Israel, semua anggota Uni Eropa, juga terikat
oleh ketentuan-ketentuan dalam Posisi Umum
Dewan 2008/944/CFSP tanggal 8 Desember 2008
terkait ekspor teknologi dan peralatan militer.

"Pada tahun 1982, Majelis Umum PBB men-
gadopsi resolusi yang menyerukan kepada semua
negara, di antara tindakan-tindakan lain, "Untuk
menahan diri dari memasok senjata apa pun ke-
pada Israel" dan "Untuk menahan diri dari mem-
peroleh senjata atau peralatan militer apa pun dari
Israel," kata BDS.

Negara-negara transit yang mengirimkan sen-
jata dan komponen-komponen terkait kepada
militer Israel, dengan pengetahuan penuh senjata-
senjata tersebut akan digunakan terhadap warga
sipil, terlibat dalam kejahatan perang dan kemung-
kinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

BDS mencatat sembilan negara diketahui per-
nah mengizinkan transfer senjata ke Israel, ter-

Tiga Dosen...

gar Hasibuan yang dikonfirmasi Mimbar
Umum tentang pertemuan tadi siang, be-
lum  berkenan = memberikan  penjelasan.
Permintaan untuk menelpon yang bersangkutan
pun tak ditanggapi. Demikian juga chat dari Mim-
bar Umum yang meminta konfirmasi tentang hal
itu, juga belum mendapatkan respon. Padahal, no-
tifikasi WA sudah menunjukkan centang dua.

Begitu juga dengan Dekan Fakultas Ushulud-
din dan Studi Islam, Dr Maraimbang MA, yang
kembali coba dihubungi Mimbar Umum di nomor
telepon 08135604**** 'masih enggan berkomen-
tar terkait pertemuan tersebut.

NILAI 'SILUMAN'

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kabar
mengejutkan ini telah beredar sudah seminggu
terakhir. Ceritanya dimulai ketika beberapa maha-
siswa S3 Program Studi (Prodi) Akidah dan Filsa-
pat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin dan Sejarah
Islam (FUSI) UIN Sumut, mempertanyakan MH
yang tiba-tiba mengikuti sidang terbuka promosi
doktor, beberapa minggu lalu. Padahal mereka tak
pernah mendengar kalau MH, yang juga Ketua
Organisasi Keagamaan itu, telah mengikuti Semi-

Tiga Advokat...

Sementara itu, Febri, Rasamala dan Donal
mengaku tidak mengetahui pencegahan tersebut.

"Saya belum tahu informasi tersebut. Yang
pasti kalau kami tentu menjalankan tugas sebagai
advokat dengan iktikad baik dan profesional,"
kata Febri saat dikonfirmasi.

KPK menetapkan SYL, Direktur Alat dan
Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, dan
Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di ling-
kungan Kementan RI.

Teruntuk SYL, KPK juga menetapkan yang
bersangkutan dengan sangkaan pencucian uang.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal
12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU

Jimly hingga...

ada beberapa keputusan," kata Anwar di Gedung
MK, Rabu (8/11).

Anwar juga menyinggung Putusan Perkara
Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Ia mengaku meny-
ampaikan dissenting opinion pada putusan yang
menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua,
meskipun menyangkut persoalan dirinya yang
saat itu menjabat ketua MK.

"Dengan berbagai yurisprudensi di atas, yang
pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengu-
jian UU di Mahkamah Konstitusi adalah penanga-
nan perkara yang bersifat umum (publik), bukan
penanganan perkara yang bersifat pribadi, atau
individual yang bersifat privat," ujarnya.

Anwar mengklaim dirinya tetap mematuhi asas
dan norma yang berlaku saat memutuskan perkara
Nomor 90/PUU-XX1/2023.

Putusan dimaksud adalah soal batas usia

masuk Belgia, Siprus, Jerman, Yunani, Irlandia,
Italia, Belanda, Portugal dan Spanyol.

"Tekanan publik yang berarti, termasuk dengan
mengilhami aksi serikat buruh, aksi duduk damai,
dan gugatan hukum yang efektif, sangat dibutuh-
kan untuk memaksa negara-negara ini berhenti
mengizinkan pelabuhan dan bandara mereka di-
gunakan untuk mentransfer senjata ke Israel," kata
BDS.

Menurut BDS, membeli senjata dari Israel ter-
masuk perangkat pengintaian atau senjata siber
dan bentuk-bentuk lain yang membuat Israel da-
pat membiayai mesin perangnya juga merupakan
keterlibatan kriminal dalam kejahatannya.

"Senjata-senjata Israel, yang "diuji coba" terha-
dap warga Palestina selama puluhan tahun penin-
dasan kolonial, selalu memungkinkan terjadinya
pelanggaran berat hak asasi manusia Palestina dan
juga kejahatan perang di dalam atau oleh negara-
negara pembelinya," kata gerakan itu.

BDS menegaskan, kelambanan dalam meng-
hadapi genosida yang sedang berlangsung tidak
melindungi negara dari tanggung jawab. Menurut
BDS negara yang mendorong dan mendukung
genosida, pemindahan paksa warga sipil dan keja-
hatan perang dan kemanusiaan lainnya, juga dapat
dikenai tanggung jawab hukum.

Selain itu, tambah BDS, menurut konsensus
yang berkembang di antara sejumlah negara-ne-
gara termasuk Afrika Selatan, serta organisasi-or-
ganisasi hak asasi manusia internasional dan para
ahli PBB, Israel melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan berupa apartheid terhadap rakyat
Palestina. "Baru-baru ini Amnesty International
baru-baru ini menyerukan kepada komunitas
internasional untuk "memberlakukan embargo
senjata yang komprehensif terhadap semua pihak
yang terlibat dalam konflik."

"Mendeklarasikan dan memberlakukan embar-
go militer terhadap Israel akan melindungi negara-
negara dari keterlibatan mereka dalam kejahatan
di bawah hukum internasional, termasuk genosida
dan apartheid," kata BDS. (rep/js)

nar Proposal (Sempro) dan Seminar Hasil (Sem-
has).

“Ya, ada beberapa mahasiswa mempertanya-
kan kepada saya," kata Dr. Arifinsyah, MA, salah
seorang dosen yang masuk dalam kelas MH, be-
berapa hari lalu di kantor Majelis Ulama Indone-
sia (MUI) Sumut. Lalu, Arifinsyah pun menjawab
bahwa masalah ini akan didalaminya terlebih da-
hulu.

Menurut Arifinsyah yang mengampu mata
kuliah Hermeneutika, dirinya tak mengenal MH.
Bahkan, Arifinsyah mengaku tak pernah melihat
MH mengikuti kuliah.

“Saya tak pernah menerima makalah dan tugas
lainnya dari MH," tegas Arifinsyah.

"Makanya, seingat saya, saya tak pernah
memberikan nilai mata kuliah padanya,”" tambah
Arifinsyah, sembari berjanji akan mendalami
masalah ini dan mencari bukti-bukti bahwa ia
belum memberikan nilai. Sebagai informasi, saat
ini Prodi tersebut dijabat Adenan dan Zulkar-
naen, sebagai Ketua dan Sekretaris, sejak Juli
2023 lalu. Sedangkan sebelumnya Prodi dijabat
Prof. Katimin dan Dr. Abror M. Dawud Faza.
(bes/A-10)

Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan
atau Pasal 4 UU 8/2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU).

Sejumlah saksi telah diperiksa dalam proses
penyidikan. Di antaranya Koordinator Rumah
Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal Ke-
mentan Arief Sofian; Staf Biro Umum dan Pen-
gadaan Kementan Tahun 2011-sekarang M. Yu-
nus; Fungsional Medik Veteriner Maidaswar.

Kemudian Kasubag Rumah Tangga Pimpinan
Biro Umum dan Pengadaan Kementan Tahun
2020-2021 Isnar Widodo; Kasubag Tata Usaha
dan Rumah Tangga Sekretariat Direktorat Jen-
deral Prasarana & Sarana Pertanian Kementan
Lukman Irwanto; dan Staf Khusus Mentan Imam
Mujahidin Fahmid. (cnni/js)

capres-cawapres yang memasukkan norma baru
yakni memperbolehkan orang di bawah 40 ta-
hun untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat di
pilpres asal sudah memiliki pengalaman sebagai
kepala daerah.

"Sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas
dan norma yang berlaku dalam memutus perkara
dimaksud," katanya.

Anwar mengatakan, banyak fitnah keji yang
disematkan kepadanya usai putusan perkara terse-
but. Menurutnya, seorang hakim dalam memutus-
kan sebuah perkara harus berdasarkan hati nurani.

"Oleh karena itu, saya tidak pernah takut den-
gan tekanan dalam bentuk apapun, dan oleh siapa-
pun dalam memutus sebuah perkara, sesuai den-
gan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya
pertanggungjawabkan kepada Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa," ujarnya.(cnni/js)

Bobby Tak...
Dari Halaman 1

otomatis bukan lagi anggota.

"Ya, memang begitu aturannya. Sama kayak tentara kalau
keluar dari dinas atau tanggung jawabnya, namanya desertir.
Otomatis tidak menjadi anggota," ujarnya.

Dilansir dari CNNIndonesiacom yang telah menghubungi
Ketua DPP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun soal
status menantu Presiden Joko Widodo tersebut, namun hingga
berita ini dikutip, masih belum direspons.

Komaruddin sebelumnya memberi waktu dua hingga tiga
hari kepada Bobby untuk memutuskan mendukung Ganjar-
Mahfud atau Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Menu-
rutnya, Bobby tak bisa bermain dua kaki.

"Kembali beberapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu
kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC
PDIP Kota Medan," jelas Komarudin.

Bobby sendiri bungkam ketika ditanya soal pengembalian
Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP usai mendukung Prabowo-
Gibran di Djakarta Theater, siang tadi.

"Saya jawab, ya, pokoknya Barisan Pengusaha Pejuang
siap memenangkan Prabowo-Gibran. Udah," kata Bobby.

DUA KAKI

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watu-
bun tak mengizinkan Wali Kota Medan Bobby Nasution men-
dukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gi-
bran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Dalam pertemuan kemarin (6/11), Komarudin mengungkap
bahwa menantu Presiden Joko Widodo tersebut meminta izin
kepada partai untuk mendukung Prabowo-Gibran sambil tetap
menjadi kader PDIP. Permintaan Bobby ditolak.

"Akhirya dia minta kalau diizinkan boleh ke sana berga-
bung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam peme-
nangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana,
tetap di PDI Perjuangan," ungkap Komarudin usai pertemuan
dengan Bobby di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (6/11).

Gibran adalah bakal cawapres pendamping Prabowo yang
akan berkontestasi dengan pasangan yang diusung PDIP dan
koalisinya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Komarudin menyebutkan, permintaan Bobby tak bisa dipe-
nuhi karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mel-
arang semua kader bermain dua kaki di Pemilu 2024.

"Saya bilang tidak bisa, kita masa satu rumah, satu rumah
ini mau bertarung kita kasih keluarga lain, 'eh kamu ke sana
nanti kita berhadap-hadapan' kan enggak bisa begitu," ujar
Komarudin. "Apalagi PDI Perjuangan ini aturannya jelas, dan
selalu diingatkan oleh ibu ketua umum kita tidak bisa main
dua kaki, satu kaki saja. Ya, jadi kalau PDI Perjuangan sudah
memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud
Md, maka seluruh kekuatan kita kerahkan untuk memenang-
kan itu," imbuhnya.

Komarudin berkata PDIP memberikan waktu kepada Bob-
by untuk menentukan pilihan politik di Pilpres 2024.

Bobby, lanjut Komarudin, bisa mundur dari PDIP jika tak
terima dengan keputusan partai melarangnya mendukung
Prabowo-Gibran.

"Nah, kita mengerti perasaan itu, makanya tadi kami sam-
paikan 'oke kalau begitu kamu tetap harus memilih salah satu,
enggak bisa main dua kaki. Kembali beberapa hari ini silakan
pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengun-
duran diri di DPC PDIP Kota Medan'," ujar Komarudin.

PDIP memanggil Bobby hari ini setelah yang bersangkutan
menyatakan bakal mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Bobby usai menghadap di DPP PDIP tak bicara banyak.
Dia langsung memasuki mobilnya tanpa meladeni pertanyaan-
pertanyaan wartawan.

"Sudah saya sampaikan ke Pak Komarudin Watubun," kata
Bobby singkat dari dalam mobil. (enni/js)
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Prilaku Curang
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pada tahun 1953 (Kassem & Higson, 2012).

Cressey menjelaskan, ada tiga hal yang dapat menjadi ala-
san tindakan curang seseorang, yaitu: tekanan/insentif, kesem-
patan dan rasionalisasi/sikap.

Becker et al (2006) menjelaskan, tekanan atau ada juga yang
menamainya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu insentif,
merupakan dorongan untuk berbuat curang yang bersumber
dari diri sendiri maupun orang lain. Tekanan itu bisa datang
dari orang tua, atmosfir persaingan akademis (Niels, 1995;
Murdock & Stephen, 2007), serta

norma dan moralitas teman-teman sekelas (Eisenberg, 2004;
Rettinger & Kramer, 2009).

Tekanan dari orang-orang dewasa terdekat, misalnya orang
tua dan sistem pendidikan yang menciptakan atmosfir persain-
gan yang berorientasikan pada skor/ranking dapat mendorong
siswa untuk mengedepankan hasil atau nilai, bukannya pemb-
elajaran yang ia dapatkan.

Selain itu, rendahnya moralitas siswa-siswa satu kelas
(peers) dapat menjadi tekanan sekaligus godaan yang besar un-
tuk mencontek.

Elemen kedua dalam the Fraud Triangle adalah kesempatan
yang juga datang dari berbagai sumber. Salah satunya adalah
peran pengawas yang dapat berpengaruh pada perilaku

mencontek peserta ujian (Eisenberg, 2004; Leming J. S.,
1978). Selain itu, siswa juga dapat melihat kesempatan saat
mendapati siswa-siswa lain mencontek atau saat mendapatkan
jawaban ujian dari siswa yang telah menempuh ujian sebel-
umnya (Becker, Connoly, Lentz, & Morrison, 2006).

EElemen ketiga adalah rasionalisasi/sikap, yang merupakan
anggapan siswa bahwa mencontek itu sesuai dengan kode etik
personal mereka. Becker et al. (2006), dalam risetnya, telah
membuktikan bahwa rasionalisasi mahasiswa juga nampaknya
berkaitan dengan perbuatan mencontek mereka. Mereka men-
jelaskan bahwa rasionalisasi tersebut berkaitan dengan aturan
yang tidak dijelaskan, jawaban ujian yang tidak diamankan,
ketidakmampuan fakultas dalam mendeteksi kecurangan, dan
tidak tegasnya hukuman bagi kecurangan.

MORAL REASONING

Salah satu teori perkembangan moral yang banyak diguna-
kan dalam penelitian etika adalah Kolberg’s Moral Develop-
ment Theory, dimana kolberg mendefinisikan moral reasoning
sebagai perimbangan (judgement) untuk menentukan sesuatu
itu benar atau salah.

Kohlberg (1969), sebagaimana dikutip oleh McPhail (2002),
menyatakan, moral berkembang melalui tiga level, yaitu level
pre-conventional, tahapan conventional dan tahapan post-kon-
vensional. Level pre-conventional, terdiri dari dua tahap. Per-
tama, tahap thepunishment-and-obedience orientation, dimana
seseorang pada tahap ini menilai sesuatu itu benar/salah hanya
dari konsekuensi fisik atau materialnya.

Contoh yang diambil dari artikel Forsyth dan Scott (1984)
seseorang yang tidak mencontek karena ingin menghindari hu-
kuman jika ketahuan. Kedua, tahap the instrumental-relativist
orientation, dimana seseorang pada tahap ini menilai sesuatu
itu benar jika dapat digunakan untuk mencapai kepentingan-
nya. Misalnya, seseorang yang mencontek karena mengingin-
kan nilai yang baik. (*)



